
ANGGARAN PENDAPATA 

Menimbang : a. 

Mengingat 1. 

WALI KOTA BAUBA 
PROVINSI SULAWESI TEH‘I 

PERATURAN DAERAH KOTA 

NOMOR: 5 TAHUN 2 

TENTANG 

N DAN BELANJA I} 

TAHLTN ANGGARAN 2 

DENGAN MAT TUHAN YAN 

WALI KOTA BAUBAY 

bahwa untuk melaksanakan ke 

(1) Undang-Undang Nomor 23 

diubah dengan Undang-Undan; 

Hubungan Keuangan Ant 

Pemerintahan| Daerah dan P 

Nomor 12 Tahun 2019 tentan 

Kepala Daerah wajib mengajul 

tentang Anggaran Pendapatan 

Anggaran 202 kepada Dewan 

untuk mempeyoleh persetujuan| 

Pendapatan {dan Belanja D 

bahwa Rancangan Peratura} 

sebagaimana dimaksud pada 

b 
GGARA 
BAUBAU 

023 

AERAH KOTA BAUBAU 
24 

. MAHA ESA 

» 

tentuan dalam Pasal 311 ayat 

lahun 2014 sebagaimana telah 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Pemerintah Pusat dan 

al 177 Peraturan Pemerintah 

Pengelolaan Keuangan Daerah, 

Rancangan Peraturan Daerah 

Belanja Daerah (APBD) Tahun 

rwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

bersama; 

Daerah tentang Anggaran 

erah  (APBD) yang diajukan 

iruf a, merupakan perwujudan 

dari rencana) kerja Pemerint;:iP Daerah Tahun 2024 yang 

dijabarkan ddlam kebijakan Uljlum Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daergh serta Prioritas 

yang telah dist 

Dewan Perws 

November Tal 

flan Rakyat DY 
un 2023; 

an Plafon Anggaran Sementara 

epakati bersama athara Pemerintah Daerah dengan 

erah pada tanggal 20 bulan 

bahwa berdasarkan pertimba.nth sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan| huruf b, perlu 

tentang Anggaran Pendapatan 

menetapkan Peraturan Daerah 

n Belanja Daerah Kota Baubau 

Tahun Anggaran 2024; 

Pasal 18 ayat (6) Undang—UF 

Indonesia Tahun 1945; 

dang Dasar Negara Republik 

Undang—Undan Nomor 13 Tahtin 2001 tentang Pembentukan 

Kota Bau-Bau (Lembaran Negargd 

Nomor 93, Tambahan Lembal 

Nomor 4120);| 

!Republik Indonesia Tahun 2001 

Hm Negara Republik Indonesia 



3. Undang-Undang Nomor 23 Tal 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Daerah sebagajmana telah diun 

dengan Undang-undang Nomor 

Peraturan Pemerintah Pengganti 

2022 Tentang |Cipta Kerja menj 

Negara Republik Indonesia Tah 

Lembaran Negara Republik Indon) 

Undang-undary 

Keuangan an 

Keuangan Daerah (Lembaran Né 

2019 Nomor 49, Tambahan Lemh 

Nomor 6322); 

6. Peraturan Me; 

Pedoman Peny 

Tahun Anggar: 

2023 Nomor 7 

Dengaj 

DEWAN PERWAKIL. 

W, 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG Al 

BELANJA DAERAH| 

Dalam peraturan daerah ini yang 

1. Daerah adalah Kota Baubau; 

2. Pemerintah Daerah adalah 

pemerintah daerah dan de¢ 

otonomi dan tugas pemba: 

dan system dan prinsip Neg 

dimaksud dalam Undang-u 

1945; 

3. Anggaran Pendapatan dan K 

adalah rencana keuangan tal 

Daerah; 

4. Pendapatan Daerah adald 

penambah nilai kekayaan 

bersangkutan; 

teri Dalam Negert 

sunan Anggaran 

E 2024 (Berita Ne| 

9). 

tin 2014 tentang Pemerintah 

langkan beberapa kali terakhir 

lahun 2023 tentang Penetapan 

ndang-undang Nomor 2 Tahun 

adi Undang-undang,(Lembaran 

n 2023 Nomor 41, Tambahan 

esia Nomor 6856); 

un 2022 tentang Hubungan 

Kat dan Pemerintahan Daerah 

onesia Tahun 2022 Nomor 4, 

blik Indonesia Nomor 6757); 

ahun 2019 tentang Pengelolaan 

ara Republik Indonesia Tahun 

aran Negara Republik Indonesia 

Nomor 15 Tahun 2023 tentang 

Pendapatan dan Belanja Daerah 

gara Republik Indonesia Tahun 

h Persetyjuan Bersama 

AN RAKYAT DAER/ 

Dan 

ALl KOTA BAUBAU 

MEMUTUSKAN: 

KOTA BAUBAU T 

Pasal 1 

3 

Penyelenggara: 

'wan perwakilanT 

ntuan dengan p: 

ara Kesatuan R 

ndang Dasar Neg 

clanja Daerah yal 

unan daerah yaxJ 

h semua hak 

bersih dalam p 

dimaksud dengan I 

*H KOTA BAUBAU 

NGGARAN PENDAPATAN DAN 
\HUN ANGGARAN 2024. 

B urusan pemerintahan oleh 

rakyat daerah menurut asas 

nsip otonomi seluas-luasnya 

publik Indonesia sebagaimana 

ara Republik Indonesia Tahun 

1 

ng selanjutnya disingkat APBD 

g ditetapkan dengan Peraturan 

i 

Haerah yang diakui sebagai 

eriode tahun anggaran yang 



5. Pembiayaan adalah seluruh 

perencanaan maupun pengg 

Kembeali. 

Anggaran Pendapatan dan Belan 

Rp.998.640.205.327 (Sembilan rg 

empat puluh juta dua ratus lima r 

atas pendapatan daerah, belanja 

Anggaran Pendapatan Daerah 

Rp.950.640.205.327,-(Sembilan re¢ 

dua ratus lima ribu tiga ratus dua g 

a. Pendapatan asli daerah; 

b. Pendapatan transfer;dan 

c¢. Lain-lain pendapatan daerah y3 

(1) Pendapatan asli daerah 

direncanakan sebesar Rp.12 

empat ratus sepuluh juta tiga p 

a.Pajak daerah; 

b.Retribusi daerah; 

c.Hasil pengelolaan kekayaandaerah yang dipisa] 

d.Lain-lain pendapatan asli dgerah yang sah. 

(2) Pajak daerah sebagaimana dimjaksud pada ayat ( 

Rp.45.052.009.996,- (Empat 

Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah);- 

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud padal 

sebesar Rp.10.503.619.000,01 

sembilan belas ribu rupiahy; 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan 

pada ayat (1) huruf ¢ direnca; 

lima ratus sebelas juta delapa 

tujuh rupiah). 

(5) Lain-lain pendapatan asli daer 

huruf ¢ direncanakan sebesaz 

empat puluh dua juta lima ra 

sembilan rupiah). 

transaksi keud 

Pasal 2 

a Daerah (APBD) 

atus sembilan 

bu tiga ratus dua 

laerah, dan pembi 

Pasal 3 

Tahun Anggarai 

atus lima puluh mil; 

uluh tujuh rupiah), 

ing sah. 

Pasal 4 

sebagaimana di 

4.410.033.202,-( 

tuh lima milyar I 

{Sepuluh milyar| 

daerah yang dipis 

nakan sebesar Rp) 

ratus empat pululi 

ah yang sah sebag 

Rp.60.342.556.4(1 
tus lima puluh eng 

luaran yang perj| 

4 
tuh tiga ribu dua raf, 

11 

gan pemerintah daerah hak 

dibayai atau akan diterima 

'Tahun Anggaran 2024 sebesar 

ih delapan milyar enam ratus 

uluh tujuh rupiah ), yang terdiri 

dyaan daerah. 

H, 2024 direncanakan sebesar 

yar enam ratus empat puluh juta 

ang bersumber dari: 

iksud dalam Pasal 3 huruf a 
eratus dua puluh empat milyar 

s dua rupiah), yang terdiri atas: 

fllkan;da.n 

) huruf a direncanakan sebesar 

na puluh dua juta Sembilan ribu 

layat (1) huruf b direncanakan 

ima ratus tiga juta enam ratus 

ahkan sebagaimana dimaksud 

8.511.847.727,~( Delapan milyar 

,tujuh ribu tujuh ratus dua puluh 

aimana dimaksud pada ayat (1) 

9,-(enam puluh milyar tiga ratus 

m ribu empat ratus tujuh puluh 



(1) Pendapatan transfer sebagg 

direncanakan sebesar Rp.81 

ratus tujuh puluh juta lima rat] 

empat rupiah ), yang terdiri ata; 

a.Pendapatan transfer pemerix 

b.Pendapatan transfer antar dj 

(2) Pendapatan transfer pemerin 

huruf a direncanakan sebesa 

empat milyar empat ratus enq 

tujuh ribu delapan ratus lima g 

(3 Pendapatan transfer antar dag¢ 

direncanakan sebesar Rp.45. 

ratus tiga juta lima ratus sembi 

tujuh rupiahy). 

(1) Lain-lain pendapatan daerah 

huruf b direncanakan sebesas 

ratus lima puluh Sembilan jutd 

tujuh puluh satu rupiah), yang 

a. Pendapatan hibah; 

b. Dana darurat;dan 

c. Lain-lain pendapatan ses 

undangan. 

(2) Pendapatan hibah sebagairm 

direncanakan atau Nol Rupiah; 

(3) Dana darurat sebagaimana d 

atau Nol Rupiah; 

Lain-lain pendapatan sesuai 

sebagaimana dimaksud pay 

Rp. 15.959.584.471, (Lima be) 

lima ratus delapan puluh emp. 

4) 

Anggaran belanja daerah ta 

Rp. 967.734.404.081,- (Sembilan 

empat juta empat ratus empat riby 

a. Belanja operasional; 

b. Belanja modal; 

c. Belanja tidak terduga;dan 

d. Belanja transfer. 

Pasal 5 

imana dimaks 

.270.587.654,-( 

II.S delapan puluh 1 

atah pusat;dan 

aerah. 

tah pusat sebagai 

r Rp.764.466.987 

m puluh enam ju 

uluh tujuh rupiah) > 
£ 

38
 

rah sebagaimana 

803.599.797 - (Erfl 

lan puluh sembilap 

Pasal 6 

yang sah sebagais 

Rp.15.959.584. 

lima ratus delap 

terdiri atas: 

uai dengan ket 

jana dimaksud 

> 

imaksud pada ayat 

jengan ketentuan 

da ayat (1) huy 

as milyar Sembil, 

t ribu empat ratus 

Pasal 7 

thun anggaran 

delapan puluh sa 

atus enam puluh tj 

dalam'! Pasal 3 huruf b 
apan ratus sepuluh milyar dua 

yjuh ribu enam ratus lima puluh 

mana dimaksud pada ayat (1) 

857,- (Twjuh ratus enam puluh 

1 sembilan ratus delapan puluh 

dimaksud pada ayat (1) huruf b 

ipat puluh lima milyar delapan 

ribu tujuh ratus sembilan puluh 

mana dimaksud dalam Pasal 3 

(1,( Lima belas milyar Sembilan 

in puluh empat ribu empat ratus 

ntuan peraturan perundang- 

ada ayat (1) huruf a tidak 

(1) huruf b tidak direncanakan . 

peraturan perundang-undangan 

ruf ¢ direncanakan sebesar 

n ratus lima puluh Sembilan juta 

tujuh puluh satu rupiah) 

2024 direncanakan 

tiuh milyar tujuh ratus tiga puluh 

'u rupiah), yang terdiri atas: 

sebesar 



(1) Anggaran belanja operasionall 

(2) 

3 

(4 

(5 

(6 

@) 

(1 

(2 

direncanakan sebesar Rp. 7| 

sembilan milyar empat ratus se 

ratus empat puluh satu rupiahy, 

a. Belanja pegawai; 

b. Belanja barang dan jasa; 

c. Belanja bunga; 

d. Belanja subsidi; 

e. Belanja hibah;dan 

f. Belanja bantuan sosial. 

Belanja pegawai sebagaimand 

sebesar Rp. 486.200.397.482, 

Juta tiga ratus sembilan puluh 

Belanja barang dan jasa s 

direncanakan sebesar Rp. 274 

delapan ratus lima belas juta 

empat puluh lima rupiah); 

Belanja bunga sebagaimana 

sebesar Rp.1.710.679.296.-(S: 

puluh sembilan ribu dua ratus 

Belanja subsidi sebagaimana ¢ 

atau nol rupiah; 

Belanja hibah sebagaimang 

sebesar Rp. 35.719.690.618,- 

Jjuta enam ratus sembilan pulu 

Belanja bantuan sosial se 

direncanakan sebesar Rp.1.0 

delapan ribu rupiah). 

Anggaran belanja modal se 

direncanakan sebesar Rp. 1 

sembilan ratus enam puluh saty] 

yang terdiri atas: 

a. Belanja modal tanah. 

b. Belanja modal peralatan da) 

c. Belanja modal bangunan dd 

d. Belanja modal jalan, jaringg 

e. Belanja modal aset tetap lai] 

{. Belanja modal aset tidak be: 

Belanja modal tanah sebagaim 

sebesar Rp. 1.061.848.000,- 

empat puluh delapan ribu rupi 

Pasal 8 

sebagaimana dilf 

99493.70&841,0# 

mbilan puluh tiga Ji 

yang terdiri atas: 

1 dimaksud pada 

(Empat ratus dela 

tujuh ribu lempat 1 

gbagaimana dima 

| 815.928.445 (Dul 
sembilan ratus dua 

dimaksud pada 

tu milyar tujuh raft 

isembilan puluh en 

limaksud pada aya 

dimaksud pada 

(Tiga puluh lima m 

h ribu enam ratus g 

bagaimana dimak 

#7.008.000,- (Saty 

Pasal 9 

bagaimana dimak; 
51.961.780.013,, 

|\juta tujuh ratus dei 

n mesin. 

In gedung. 

In, dan irigasi; 

nnya;dan 

rwujud; 

ana dimaksud pad 

Satu milyar en 

nhj; 

ksud dalam Pasal 7 huruf a 

\~(Tujuh ratus Sembilan puluh 

uta tujuh ratus tiga ribu delapan 

ayat (1) huruf a direncanakan 

nan puluh enam milyar dua ratus 

ntus delapan puiuh dua rupiah); 

ksud pada ayat (1 )huruf b 

ratus tujuh puluh empat milyar 

puluh delapan ribu empat ratus 

ayat (1) huruf ¢ direncanakan 

us sepuluh juta enam ratus tujuh 

am rupiahy); 

t (1) huruf d tidak direncanakan 

ayat (1 )huruf e direncanakan 

ilyar tujuh ratus sembilan belas 

delapan belas rupiah); 

sud pada ayat (1) huruf f 

 milyar empat puluh tujuh juta 

sud dalam Pasal 7 huruf b 

Seratus lima puluh satu milyar 

upan puluh ribu tiga belas rupiah), 

i 
a ayat (1) huruf a direncanakan 

puluh satu juta delapan ratus 



3 

4 

(5} 

©) 

O] 

Belanja modal peralatan dan mesin sebagai & 

b direncanakan sebesar Rp. 21.374.013.472,-(% 

tujuh puluh empat juta tiga bel 

Belanja modal bangunan dan g 

c direncanakan sebesar Rp. 58 

delapan puluh dua juta seratus 

Belanja modal jalan, jaringan, 

huruf d direncanakan sebesar 

tujuh ratus tujuh puluh sembil, 

ratus sepuluh rupiah); 

Belanja modal aset tetap lainr 

direncanakan sebesar Rp. 2 

sembilan juta seratus enam pu 

Belanja modal aset lainnya 

direncanakan sebesar Rp. 425 

Anggaran belanja tidak terduga 

direncanakan sebesar Rp. 16.27 

puluh delapan juta sembilan ratus dj 

terdiri atas Belanja Tidak Terduga;. 

(1) 

(2 

3 

Anggaran belanja transfer seb 

direncanakan atau nol rupiah 

a.Belanja bagi hasil;dan 

b.Belanja bantuan keuangan. 

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud 

direncanakan atau nol rupiah 

Belanja bantuan keuangan se 

direncanakan atau nol rupiah. 

Anggaran pembiayaan daerah 

Rp.48.000.000.000,-(Empat puluh 

a. 

b. 

M 

Penerimaan pembiayaan;dan 

Pengeluaran pembiayaan. 

Anggaran penerimaan pembiay 

a direncanakan sebesar Rp.48§| 

yang terdiri atas: 

a. Sisa lebih perhitungan angg 

b. Pencairan dana cadangan; 

c. Hasil penjualan kekayaan d| 

d. Penerimaan pinjaman daera 

s ribu empat ratus 

edung sebagaiman 

182.162.031,- (Lin, 

enam puluh duaj 

dan irigasi sebag: 

Rp. 68.779.595.4 

an juta lima ratus 

1 

dimaksu!d pada ayat (1) huruf 

a puluh satu milyar tiga ratus 

tujuh puluh dua rupiah); 

a dimaksud pada ayat (1) huruf 

ia puluh delapan milyar seratus 

ibu tiga puluh satu rupiah); 

fmana dimaksud pada ayat (1) 

b,- (Enam puluh delapan milyar 

sembilan puluh lima ribu empat 

ya sebagaimana 

-139.161.100,- (i 

uh satu ribu sera 

sebagaimana dis 

000.000, (Empat r 

Pasal 10 

sebagaimana dinr 

8.920.227,00,-(Eng 

ua puluh ribu dua rg 

Pasal 11 

agaimana dimaks; 

yang terdiri atas 

‘bagaimana dimak 

Pasal 12 

tahun anggaran 

delapan milyar ru;; 

Pasal 13 

aan sebagaimana 

.000.000.000,-(Em| 

aran tahun anggat 

aerah yang dipisah 

th; 

?maksud pada ayat (1) huruf e 

wa milyar seratus tiga puluh 

is rupiah); 

aksud pada ayat (1) huruf f 

wtus dua puluh lima juta rupiah). 

i 
Hksud dalam Pasal 7 huruf ¢ 

im belas milyar dua ratus tujuh 

tus dua puluh tujuh rupiah), yang 

i 
id dalam Pasal 7 huruf d tidak 

3:ada ayat (1) huruf a tidak 

§:ud pada ayat (1) huruf b tidak 

| 
12024 direncanakan sebesar 

L’lh), yang terdiri atas: 

Elimaksud dalam Pasal 12 huruf 

;lmt puluh delapan milyar rupiah), 

an sebelumnya; 



@ 

] 

(1) 

() 

3 

e. Penerimaan kembali pembe; 

f. Penerimaan pembiayaan 

perundang-undangan. 

Sisa lebih perhitungan angg; 

dimaksud pada ayat (1) hur| 

(Empat puluh delapan milyar r{ 

Pencairan dana cadangan sel 

direncanakan atau nol rupiah 

Hasil penjualan kekayaan dae] 

ayat (1) huruf ¢ tidak direncan 

Penerimaan pinjaman daerah 

direncanakan atau nol rupiah 

Penerimaan kembali pemberid 

ayat (1) huruf e tidak direncar] 

Penerimaan pembiayaan lainn 

undangan sebagaimana dimak 

nol rupiah. 

Anggaran pengeluaran pem! 

huruf b direncanakan sebesaj 

ratus lima juta delapan ratus s 

terdiri atas: 

a. Pembentukan dana cadangan; 

b. Penyertaan modal daerah; 

c. Pembayaran cicilan pokok y 

d. Pemberian pinjaman daeral 

e. Pengeluaran pembiayaan 

perundang-undangan. 

Pembentukan dana cadangan 

direncanakan atau nol rupiah 

Penyertaan modal daerah sel 

direncanakan atau nol rupiah 

Pembayaran cicilan pokok utg 

Sembilan ratus lima juta delapa 

Pemberian pinjaman daerah § 

direncanakan atau nol rupiah 

Pengeluaran pembiayaan lains 

undangan sebagaimana dimal} 

nol rupiah. 

ing yang jatuh te 

ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 30. 

n ratus satu ribu diy 

tsud pada ayat (1) 

lainnya sesuai 

aran tahun an 

ipiah); 

ebagaimana dim: 

akan atau nol ru 

a sesuai dengan 

sud pada ayat (1) 

Pasal 14 

atu ribu dua r 

fian pinjaman dae 

agaimana dimaks 

iayaan sebagajnl_ 

I Rp.30.905.801.2 

?h ;dan 
| 

engan ketentuan peraturan 

Hran sebelumnya sebagaimana 

if a direncanakal sebesar Rp.48.000.000.000,- 

hd pada ayat (1) huruf b tidak 

rah yang dipisahkgn sebagaimana dimaksud pada 

akan atau nol rquah; 

ksud pada ayat (1) huruf d tidak 

In pinjaman daerall sebagaimana dimaksud pada 

ah; 

etentuan peraturan perundang- 

huruf f tidak direncanakan atau 

ina dimaksud dalam Pasal 12 
#6,-(Tiga puluh milyar Sembilan 

empat puluh enam rupiah), yang 

tang yang jatuh t 

;dan 

lainnya sesuai 

isebagaimana dim: 

agaimana dimaks 

{po; 

dengan ketentuan peraturan 

:| kksud pada ayat (1) huruf a tidak 

nd pada ayat( 1} huruf b tidak 

ya sesuai dengan| 

ebagaimana dimak 

rfi;o sebagaimana dimaksud pada 

05.801.246,- (Tiga puluh milyar 

a ratus empat puluh enam rupiah); 

sud pada ayat (1) huruf d tidak 

Ketentuan peraturan perundang- 

huruf e tidak direncanakan atau 



(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah d 

mengakibatkan terjadinya surplus/{defisit) sebe: 

(2) 

(1) 

(2 

belas milyar Sembilan puluh e 

Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima pulu 

Pembiayaan netto yang merupakan selisih pelen'.maan pembiayaan terhadap 

pengeluaran pembiayaan direnicanakan sebesar 

milyar Sembilan puluh empat (juta seratus sem 

Sembilan puluh delapan ribu tu, 

Kriteria Belanja Tidak Terdu 

mendesak, ditetapkan dengar 

dapat melakukan pengeluarg 

pengeluaran melebihi pagu yd 

selanjutnya dimasukan dalan 

Baubau tahun anggaran 2024 

Kriteria keadaan darurat sebag 

a. Bencana alam,bencana ng 

biasa; 

. Pelaksanaan operasi pencaf 

c. Kerusakan sarana/prasara 

publik; 

Pengeluaran untuk men 

anggarannya, diformulasik 

untuk kebutuhan tanggap 

luar biasa. Belanja untuk k 

dan/atau kejadian luar bia 

perundang-undangan. 

Kriteria keperluan mendesak sg 

a. Kebutuhan daerah dalam 

anggarannya belum tersedid 

b. Belanja daerah yang bersifaj 

1. Belanja daerah yang 

dibutuhkan secara terus 

daerah dengan jumlah y 

tahun anggaran berkend 

kekurangan gaji dan tunj 

. Belanja daerah yang bers 

kelangsungan pemenuhal 

lain : pendidikan, kese| 

ketiga, kewajiban pembafl 

Pasal 15 

at juta seratus se; 

h ratus lima pului 

Pasal 16 

n peraturan Kep: 

iIn yang belum te 

ang ditetapkan da] 

P anggaran pendfi 

Faimana dimaksud 

n-alam, bencanal 

rian dan pertolong; 

ma yang dapat m| 

danai keadaan 

an terlebih dah 

’:larurat bencana, L 

ebutuhan tangga; 

sa digunakan sesi 

q 

rangka pelayan 

mengikat dan bel, 

bersifat mengika 

menerus dan haru 

ang cukup untul 

an seperti : bel 

angan;dan 

sifat wajib merup: 

n pendanaan pela; 

aran pokok pinj 

Jjatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesu 

perundang-undangan; 

E@an anggaran belanja daerah 

ar (Rp.17.094.198.754,)-(Tujuh 
nbilan puluh delapan ribu seratus 

empat rupiah). 

p.17.094.198.754,-( Tujuh belas 

lan puluh delapan ribu seratus 

empat rupiah). 

ga dalam keada.:ir;} darurat termasuk keperluan 

la Daerah, Pemerintah Daerah 

rsedia anggarannya dan/atau 

peraturan daerah ini, yang 

patan dan belanja daerah Kota 

pada ayat (1) meliputi: 

sosial dan/atau kejadian luar 

an;dan/atau 

engganggu kegiatan pelayanan 

arurat yang belum tersedia 

u dalam RKA SKPD, kecuali 

onflik sosial dan/atau kejadian 

darurat bencana, konflik sosial 

ai dengan ketentuan peraturan 

bagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

an dasar masyarakat yang 

dalam tahun anggaran berjalan; 

anja yang bersifat wajib yaitu : 

t merupakan belanja yang 

s dialokasikan oleh pemerintah 

keperluan setiap bulan dalam 

ja pegawai untuk pembayaran 

kan belanja untuk terjaminnya 

anan dasar masyarakat antara 

hatan, melaksa:'jlkan kewajiban kepada pihak 

an, bunga pinjaman yang telah 

i dengan ketentuan peraturan 



Uraian lebih lanjut Anggaran 

dimaksud dalam Pasal 2, tercanty 

terpisahkan dari Peraturan Daera] 

1. 

13. 

14. 

15. 

c. Pengeluaran daerah yang b 

dapat diprediksikan sebe 

undangan;dan/atau 

d. Pengeluaran daerah lainn 

kerugian yang lebih besar b 

Lampiran I : Ringkasan 

jenis penda 

Lampiran I  : Ringkasan 

pemerintah 

Lampiran III : Rincian Al 

organisasi, 

pendapatar 

: Rekapitulal 

organisasi 

besaran ke] 

Lampiran IV 

: Rekapitula! 

keterpadua 

Lampiran V 

rangka pengelolaan keuanga: 

Lampiran VI : Rekapitulasi belanja untuk 

Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada 

APBD; 

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegia 

RKPD dan PPAS dengan Rang 

Lampiran IX : Sinkronisaki Program Prioriti 

Prioritas Daerah; 

Lampiran X  : Daftar Jumlah Pegawai Per G 

. Lampiran X1 : Daftar Piutang Daerah; 

. Lampiran Xil : Daftar Penyertaan Modal D 

Lainnya; 

Lampiran XIiI : Daftar Perk%:am Penambahay 

Daerah dan Aset Lain-lain; 

Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahu 

belum diselesaikan dan diaT 

anggaran yang direncanakan| 

Lampiran XV : Daftar Dan: 

rada diluar kendal 

umnya, serta gf 

a yang apabila 

pgi Pernerintah D. 

Pasal 17 

Pendapatan dan 

h Kota Baubau in 

APBD yang diklas 

patan, belanja day 

APBD yang di 

an daerah dan org: 

program, kegia 

n, belanja dan pem 

51 belanja menurult] 

program, kegiatan 

luaran; 

si belanja daerd 

in urusan pemeri 

Ii Pemerintah Daerah dan tidak 

anat peraturan perundang- 

.ditunda akan menimbulkan 

frah dan/atau masyarakat. 

Belanja Daerah sebagaimana 

m dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terdiri dari: 

fikasi menurut kelompok dan 

1 pembiayaan; 

sifikasi 

anisasi; 

menurut urusan 

PBD menurut urusan pemerintahan daerah, 

sub kegiatan, kelompok, jenis 

biayaan; 

:urusa.n pemerintahan daerah, 

beserta hasil dan sub kegiatan 

ih untuk keselarasan dan 

tah daerah dan fungsi dalam 

\negara; 

menuhan SPM; 

RPJMD dengan Rancangan 

tan dan Sub Kegiatan pada 

angan APBD; 

as Nasional dengan Program 

plongan dan Per Jabatan; 

aerah dan Investasi Daerah 

a4 Cadangan;dan 

| dan Pengurangan Aset Tetap 

Anggaran Sebelumnya yang 

ggarkan kembali dalam tahun 



| 
! 

16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah. | 

| 
i 

Pasal 18 

| 
Penjabaran Anggaran Pendapatap Belanja Daerah| |sebaga.i landasan operasional 

pelaksanaan APBD ditetapkan depgan Peraturan Wali Kota. 

Pasal 19 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pgngundangan Peraturan Daerah 

ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaeralyiKota Baubau. 

Ditetapkan di Baubau 

| 
MUH. RABMAN MANAFI 

Diundangkan di Baubau . 

pada tanggal, 29 Desember 2023 ' 

| PO 
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RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKAS| ME] 
KOTA BAU BAU 

NURUT KELOMPOK DA 

‘Lsmpilan [ Peraturan Daerah 

Nomor : 5 Tahun 2023 

Tanggal : 28 Desember 2023 

| 

h:l JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN 
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 

KODE URAIAN JUMLAH (Rp) 

1 2 3 

4 PENDAPATAN DAERAH ! 

a1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 124.410.033.202,00 

4101 Pajak Daerah l 45.052.009.995,00 

4.1.02 Retribust Daerah ’ 10.503.619.000,00 

4103 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahian £511.847.727,00 

4104 Lain-lain PAD yang Sah [ 60.342556.479,00 

42 PENDAPATAN TRANSFER | 810.270.587.654,00 

4201 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 764.466 987.857,00 

4202 Pendapatan Transfer Antar Daerah 45.802589.757,00 

43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH l 15.059.584.471,00 

43.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-U ;angan 15.959.584.471,00 

Jumlah Pendapatan . 950.640.206.327,00 

5 BELANJA DAERAH | 

54 BELANJA OPERASI 799.493.703.841,00 

5101 Betanja Pegawai 486,200.397.482,00 

5102 Befanja Barang dan Jasa | 274.815.928.445,00 

5103 Belanja Bunga 1.710.679.206,00 

5.1.05 Befanja Hibah 35.719.690.618,00 

51.06 Belanja Bantuan Sosial | ' 1.047.008.000,00 

52 BELANJA MODAL I 151.961.780.013,00 

5201 Belanja Modal Tanah 1.061.848.000,00 

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.374.013.47200 

5203 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 56.182.162.031,00 

5204 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan frigasi 66.779.595.410,00 

5205 Belanja Modal Aset Tetap Lalnnya 2.139.161.100,00 

5206 Belania Modal Aset Lainnya | 425.000.000,00 

53 BELANJA TIDAK TERDUGA | 16.278.920.227,00 

5301 Belanja Tidak Terduga 16.278.920.227,00 

Jumlah Belanja 967.734.404.081,00 

Total Surplus/(Defisit) ] 17.094.198.754,00 

6 PEMBIAYAAN DAERAH 

Halaman 1



KODE URAIAN ‘ JUMLAH (Rp) 

1 2 ' 3 

61 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 48.000.000.000,00 

6101 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 48,000.000.000,00 

62 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 30.905.801.246,00 

5203 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatun Tempo | 30.905.801.246,00 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | , 3050580124600 

Pembiayaan Netto 17.094.198,754,00 

63 Sia Lebih Pembisyasn Anggaran Daeral Tahun Berenaan (SILPA) | 000 

"PARAF KOORDINASI | 
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MUH. RASMAN MANAFI 

Halaman 2 


